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Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

perempuan.(Q.S. An Nur 32)°

* Al Qur'an dan terjemahannya (Jakarta : Perca, 1979), blm :355



ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan mengenai persoalan isbat nikah
lebih diperluas daripada aturan vang terdapat dalam Undang-undang No.1 Tahun
1974. Isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama apabila telah memenuhi
ketentuan dan persyaratan vang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum lslam.
Ketentuan kebolehan mengajukan isbat nikah sebagaimana yang diatur oleh
Kompilasi Hukum [slam ada beberapa hal namun disini hanya dikhususkan pada
poin vang pertama saja vaitu adanva perkawinan dalam rangka penyelesaian
perceraiaan. Namun demikian ketentuan isbat nikah ini  memungkinkan
dimanfaatkan oleh oknum untuk melegalkan nikah sirri sangat besar karena dalam
ketentuan tersebut masih bersifat umum serta tanpa diberi penjelasan pasal
sebagai pengkhususannya.

Dan dalam masyarakat, nikah sirri banyak dilakukan kemudian dengan
pernikahan tersebut untuk memperoleh pengakuan diisbatkan ke Pengadilan
Agama. Perkara ini banyak dikabulkan sebagaimana data yang ada, walaupun
dalam mengabulkan perkara isbat nikah melalui proses penyeleksian terlebih
dahulu.

Akibat hukum dari dikabulkannya isbat nikah ini adalah pernikahan yang
semula tidak diakui, beiubah status menjadi diakui baik secara hukum negara
maupun hukum Agama serta mempunyai kekuatan hukum apabila nanti ada
pelanggaran perkawinan.

Atas dasar pemikiran ini kemudian penyusun berusaha menemukan asas
yang berlaku berkaitan dengan persoalan vang akan diteliti berupa pendapat-
pendapat dan ide-ide dari para ahli hukum tentang pasal-pasal Xomptlasi Hukum
Islam yang berkait dengan isbat nikah serta menjabarkan pengaruh isbat nikah
terhadap nikah sirr.  Kemudian mendiskripsikan secara general dan
menganalisanya secara kritis dengan menggunakan nalar induktif. Setelah i1tu
beralih ke nalar deduksif dengan tujuan mengimplementasikan apa yang telah
ditemukan untuk digunakan dalam menilai adanya pemanfaatan terhadap pasal
ni.

Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan isbat
nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 7a Kompilasi Hukum Islam
berpengaruh terhadap perkembangan nikah sirmi yang notabene dilarang oleh
hukum negara.

Ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak
relevan dan berlawanan dengan ketentuan hukum pencatatan nikah yang telah
dianjurkan oleh hukum perkawinan. Sehingga nantinya ada dua peraturan yang
berlawanan dalam satu undang-undang.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
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I. Penulisan Kosakata Tunggal

| Huruf Arab Nama Huruf Latin
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gin g .
3 fa’ f =
d qaf q .
0] kaf k
J lam | _
¢ mim m
o nun n =
3 wawu W =
o L E h B
s hamzah dengan apostrof
¢ ya’ y -

| - |

IL. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf musyaddad (di-tasydid ) ditulis rangkap, seperti :
oY ,i;Y. ditulis = /a2 yagurrannaka

Ii1. Penulisan Ta’ Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. ds A6 A ditulis = saduqatihinna nihjah

2. A dexs ditulis = ni‘mah Allahk (Ini tidak berlaku untuk kata-kata

Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat

dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslirtya).
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1V. Penulisan Vokal Pendek

........... (fathah) ditulis = a.
""""" s (kasrah) ditulis = i.
(dammah)  ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. Fathah + huruf alif ditulis = a, seperti :
J- ) s ditulis = min ar-rijali
B. Fathah + huruf dlif layyinah, ditulis = a, seperti :
=3y ooe ditulis= Tsa wa Musa
C. Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i, seperti :
= b ditulis = garib mujib
D. Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u, seperti :
A58y wgn -y ditulis = wujuhulbum wa qulubuhum
V1. Penulisan Diftong
A. Fathah + huruf ya’ mati, ditulis = ai, seperti :
oSabd o ditulis = baina aidikum
B. Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :
L) ¢s® o ditulis = min gaum zaujiha

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

L0 ditulis=a ‘anZartahum



VIII. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf gamariyah, maka ditulis = al-, seperti :
2 £ S ditulis = al-karim al-kabir
B. Jika bertemu dengan huruf syamsiyyah, ditulis sama dengan huruf

tersebut seperti :
el J o ) ditulis = ar-rasul an-nisa’
C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :
oSl ditulis = AZ-‘aziz al-hakim
D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :
st ot ditulis = yuhib al-mufisinin

IX. Pengecualian

A. Huruf ya’ nisbah untuk kata benda muzakkar ditulis dengan huruf i, seperti :
S L2 ditulis = asy-Syafi 7 al-Maliki
Sementara untuk kata mu annus. ditulis sama, dengan tambahan yah, seperti :
LY 3 sall ditulis = al-qauniyyah al Islamiyyah
B. Huruf hamzah di awal kata. ditulis tanpa didahului tanda (*), misalnya :
<N oY) bl ditulis = ‘ihya’ al-amwat

C. Huruf ta’ marbutah pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di

kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

S 4 3w ditulis = Sa‘adah wa Hikmah
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak periode awal sejarah perkembangan Islam, perilaku kehidupan kaum
muslimin dalam keseluruhan aspeknva telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-
aturan ini pada esensinya adalah religius dan terjalin inherat secara religius pula.’
Oleh karenanya al-Qur’an merupakan patokan untuk pengembangan hukum
[siam.

Al-qurian diturunkan pada mulanya untuk menjawab permasalahan-
permasalahan pada masa itu yang kemudian berkembang secara luas. Peristiwa
yang berkembang pada masa modern ini, juga berpengaruh besar pada
perkembangan pemikiran hukum Islam.Pertama, peristiwa merembesnya ide-ide
modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi,
emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhimya ide-ide tersebut
mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan
maupun pada tingkat politik kenegaraan. Keduu, peristiwa runtuhnya tradisi
sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam
yang sebenarnya bersatu dalam kekuasaan imperium Islam dan akhirnya jatuh
dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai
kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki.

Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan

' Abd Salam Arief, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam amara Fakea darn Realita Kajian
Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, (Yogyakarta: Lesfi, 2001), him |



upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-
masing.® Sedangkan al-Quran hanya memuat hukum-hukum secara global, as-
Sunnah sendiri hanya sebagai pelengkap dari al-Qur’an. Akhirmya permasalahan-
permasalahan itu tidak secepatnya terselesaikan. Hal inilah yang melatarbelakangi
munculnya ijtihad sebagai usaha menjawab tantangan dan permasalahan yang ada.

Para mujtahid berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
muncul, terutama pada periode imam madhab. Kasus-kasus yang ada diselesatkan
sesuai dengan iklim pemikiran pada waktu itu, sehingga dapat dikatakan produk-
produk pemikiran hukum Islam vang dihasilkan melalul ijtihad it pada
kenyataannya teiikat oleh waktu dan kondisi ketika ijtihad itu ditempuh.

Menurut sebagian pendapat, ijtihad dan pembaharuan hukum Islam harus
tetap dilakukan diera globlalisasi ini, karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum
Islam akan kehilangan sifat elastisitas dan akomodatifnya dalam merespon
permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Akibat dari pergeseran waktu, tidak hanya membawa persoalan-persoalan
baru yang membutuhkan jawaban hukumnya, tetapi juga menyebabkan persoalan-
persoalan lama yang sudah ada ketentuan hukumnya harus ditinjau kembali, ini
harus dilakukan karena format hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi untuk
diterapkan pada kondisi kekinian, kemaslahatan yang terkandung dalam fesmat
hukum yang lama tidak lagi dirasakan kemaslahatannya bagi kehidupan manusia

saat ini.

2 Gufron Ajib Mas’adi, A~1el()4(g/ogi Pembaharvan Hukum Islam, cetll, (Jakarta - Raja
Grafindo Persada, 1998), him 4 i



Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud
yang kongkrit. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinila
sebagai ljtihad ulama’ Indonesia.’

Perumusan KHI terambil dari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber
utama, disamping pula menggunakan kitab-kitab figh madzhab dan ketentuan-
ketentuan hukum Islam diberbagai negara Islam sebagai bahan pertimbangan.*

Dasar Hukum KHI adalah Instruksi presiden No.1 Tahun 1991 yang
dikeluarkan pada tanggal 10 Jjuni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh
keputusan menteri Agama No. 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 mengenai tiga
hal : a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain kewajiban masyarakat Islam
dalam rangka memfungsionalkan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif
sebagai hukum yang hidup. b. Rumusan hukum dalam KHI berupa mengakhiri
persepsi ganda dari keberlakuan hukum yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1-2
Undang-undang No. | Tahun 1974. c. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku
pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.5

Meskipun demikian KHI oleh pakar hukum Indnesia tidak dinyatakan
sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh

Jajaran Peradilan Agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan

> Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa
Raya, 1994), him.138-139.

! M.Yahya Harahap, “Materi KHI" dalam M. Mahfud, dkk (ed), Peradilan Agama dan
KHI dalam Tata hukum Indonesia (Y ogyakarta : Ull Press, 1993), him. 60.

> Abdul Gani Abdullah, Pengamar KHI dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema
Insani Press, 1994), him. 62.
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pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh ummat Islam. Sehingga KHI
dapat disebut sebagai Undang-Undang Islam.’®

Adapun keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur
muda, sehingga ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah (di samping
harapan-harapan) baik dari kalangan pemimpin masyarakat maupun dikalangan
pengikut mereka. 1) sosialisasi KHI kepada masyarakat yang mana masih
dijumpai masyarakat Islam yang masih menempatkan hukum Islam yang tertulis
dalam kitab-kitab figh sebagai sesuatu yang sakral, akibat dari kedudukannya
sebagai bagian dari ajeran Islam. Sehingga menjadi hambatan peletakan hukum
produk legeslatif nasional pada kedudukan yang sederajat dengannya, sekalipun
ajaran Islam telah tertranformasi secara formal kedalamnya. 2) persepsi
dikalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI yang masih memiliki keterikatan
yang ketat terhadap ajaran Fuqoha, hal ini berpengaruh terhadap pengikut mereka.
3) terjadinya perbenturan KHI dengan struktur pola budaya masyarakat. Dalam
hal ini dapat disimpulkan bahwa KHI masih perlu dikritisi demi kesempurnaan
tatanan hukum di Indonesia.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup
beberapa pendekatan. a) pendekatan normatif, yaitu perumusan KHI mengambil

bahan sumber utama dari Nass al-Qur’an dan as-Sunah. b) mengutamakan

® Amir Syanfuddin, Meretas Kebekunun litihad:  Isu-isu  Penting Hukum Islam
Komemporer di Indonesia, cet | (Jakarta : Ciputat press), him.45-46,



(W)

pemecahan problema masa kini. ¢) Uniry dan Variety.dan d) pendekatan
kompromi dengan hukum adat.’

Dalam pendekatan vang lebih mengutamakan pemecahan problema masa
kini dimaksudkan bahwa dalam perumusan KHI sejauh mungkin menghindari
perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan ulama. Akan tetapi langsung
diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian
baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial untuk memecahkan
problem ketidaktertiban yang dihadapi selama ini.?

[slam mempunyai karakter sosial yang mendasar dan keluarga adalah inti
masyarakatnya. Keluarga dapat terwujud sebagaimana yang telah diatur oleh
Allah melalui lembaga vang disebut perkawinan.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan :
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita scbagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa *

Dengan demikian apabila calon-calon mempelai telah melaksanakan aqad

nikah dan aqad nikah telah sah, maka disaat itu pula keduanya telah terikat dalam
suatu perjanjian. Dalam al-Quran sendiri disebutkan perkawinan sebagai

misaagan  galizaa,  perjanjian yang berat dan mendalam, makna sertz

implikasinya.

7 M.Yahya Harahap, “Materi KHI" dalam M. Mahfud, dkk (ed), Peradilan Agama dan
KHI deiam Tata hukum Indonesia, him. 82.

S Ibid., him. 87.
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Pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak
sebagai konsekuensinya, sehingga selain memiliki segi hak dan sosial pernikahan
juga bemilai ibadah. N

Selanjutnya keduanya bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan-tujuan
perkawinan, sebagaimana yang disyari’atkan oleh agama dengan saling memelihara
keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam mengarungi kehidupan bersama, kemungkinan terjadinya perselisihan,
kesalahpa];aman, percekcokan diantara mereka sangat mungkin terjadi, sehingga

keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi, tetapi terkadang malah berakhir dengan

perceraiaan.

Sebagai ajaran moral Illahiyah, Islam sebenamya tidak menyukai
perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran akan tetapi
sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari dalam kehidupan
yang nisbi ini, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus,
Islampun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya.'’

Sebagaimana sabda Rasullullah s.a.w:

? An-Nisa' (4): 21

" Kamal Muchtar, Asas~asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan
Bintang, 1997), him.7.

"' Masdar F Mas'udi, Hak-hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 1997),
him.163.
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Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan jalan
terakhir bagi suami istri apabila tidak dapat hidup bersama dengan bahagia.
serta tidak memungkinkan terpenuhinva tujuan perkawinan.

Sebagai perbuatan hukum, perkawinan maupun perceraian mempunyai
akibat-akibat hukum, baik bagi suami istri. anak-anaknya, termasuk juga harta
bendanya.

Di Indonesia setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan
bahwa perkawinan maupun perceraian tidah mempunyai kekuatan hukum, jika
tidak mempunyai bukti otentik berupa akte nikah.

Nikah sirri merupakan salah satu contoh pernikahan yang tidak mengikuti
kaidah UU No. 1 Tahun 1974 karena dalam UU tersebut dijelaskan bahwa
disamping memenuhi hukum agama masing-masing, pernikahan juga harus
dilakukan di hadapan yang berwenang sehingga nantinya mempunyai bukti akta
nikah.

Sedangkan apabila pernikahan tersebut terlanjur dilaksanakan hanya
sesuai dengan hukum agama masing-masing tanpa disertal pencatatan oleh
petugas yang berwenang, Pengadilan Agama melalui Lembaga Isbat Nikah
memberi alternatif penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 7
ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah,

maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dalam pasal 7 ayat (3)

12 Aba Dawud Sulaiman tha al-*Asyar, Suman Abi Dawad “Bab Karohiyah at-Talay.”
{Bandung: Maktabah Daklan, t.1.) cet I 255 Hadis No, 2178, Hadis riwayal Abu Daud dari thn
*Umar.



ditentukan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a.
b.
el

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
Hilangnya akta nikah

Adanya keraguan tentang sah/tidaknva salah satu svarat
perkawinan

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.l tahun 1974

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidek mempunyal
halangan perkawinan menurut Undang-undang No.l Tahun 1974

Berkait dengan masalah ini, penyusun tertarik dengan isbat nikah sebagai

apaya penyelesaian perceraian ( pasal 7 ayat (3) point a ). Karera dari sinmi

penyusun melihat bahwa semua jenis perkawinan ( termasuk nikah sirri ) dapat

dimintakan isbatnya jika terjadi perceraian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka yang

menjadi pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai upaya

penyelesaian perceraian.

2. Bagaimana kemungkinan implikasi ketentuan KHI tersebut terhadap

nikah sirri.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah
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1. Untuk mengkaji dengan jelas ketentuan KHI tentang isbat nikah sebagai upaya
penyelesaian perceraian

2. Untuk mengetahui implikasi ketentuan KHI terhadap pernikahan di bawah
tangan.
Kegunan Penelitian:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum baik hukum positif
maupun hukum Islam

2. Sebagai masukan bagi para pihak vang berkompeten khususnya praktisi

hukum dalam upaya penggalian hukum yang lebih sesual dengan keadilan.

D. Telaah Pustaka

Isbat nikah merupakan perkara vang sering terjadi di Pengadilan Agama.
Hal ini memberikan pengertian bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang
belum memenuhi peraturan perundang-undangan yaitu memiliki akta nikah.
Namun demikian dalam mencari referensi vang membicarakan tentang proses
ishat nikah untuk mengurus perceraian serta mengaitkan dengan Kompilasi
Hukum Islam maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang
membahasnya dalam satu bahasan secara kKhusus. Hal ini mungkin karena isbat
nikah atau penetapan nikah digunakan untuk mengakhiri perkawinan. Pada
umumnya literatur yang berupa makalah atau artikel yang ada, hanya mengulas
tentang isbat iikah secara umum seperti isbat nikah dalam undang-undang.

Diantara telaah yang sudah dilakukan penyusun ada beberapa karya yang

relevan dengan penelitian ini yang berkaitan dengan perceraian adalah karya
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Anwar Sitompul dalam Kewenangan dan Tata Cara Berpekara di Pengadilun
Agama menjelaskan tentang  prosedur permohonan;gugatan perceraian  serta
pemeriksaan perkara perceraian, selanjutnya Pelembagaan  Hukum Islam di
[ndonesiu Akar  Sejarah, Hambatun dar Prospeknva olen Bustanul Arifin
menjelaskan kedudukan wanita Islam Indonesia dalam proses perceraian yaitu
Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui yurisprudensi atas penetapan
pengadilan yang mengizinkan ikrar talak istri juga bisa memakai upaya hukum
vyang ada seperti banding, kasasi dan lain-lain.

Buku vang berkaitan dengan KHI vaitu dukwm Islam i Indonesia karya
Ahmad Rofiq. Dalam buku ini dijelaskan tentang proses perumusan dan sumber
rujukan KHI yang terdiri dari 38 buah kitab figh dari berbagai madzab. Adapun
proses perumusan KHI mencakup studi terhadap berbagai kitab figh, studi
banding ke negara-negara muslim Timur Tengah. telaah yurisprudensi, dan
serangkaian wawancara dengan para Ulama Indonesia. Kajian tentang KHI secara
khusus seperti tulisan Abdurrahman dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Sementara itu Cik Hasan Bisri dalam bukunva Kompilusi Hukum Islam dan
Peradilan Aguma, memuat secara singkat pandangan pakar hukum lslam
mengenai KHU dalam sistem hukum Islam, informasi materi hukum Islam, dan

pengembangan hukum materiil Pengadilan Agama.



Skripsi “Isbat nikah (studi putusan Pengadilan Agama Sleman ) karya
Mohammad Najib's, dalam skripsi ini dijelaskan tentang proses pembuktian isbat
nikah dalam perkawinan bawah tangan.

M. Idris Ramulyo dalam 7injuuan Beberapa Pusal datum Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa nikah sirri merupakan masalah kecil
yang luas obyek yang ditimbulkan.

Wannimaq Hasbul dalam Perkawinan “terselubung"diantara Berbagai
Pandungan memberikan pandangan bahwa nikah sirri walaupun diperbolehkan
naimun pencatatan nikah juga sangat penting.

Sedangkan skripsi yang mengangkat nikah sirri adaiah Status Hukum
Nikah Sirri di Indonesia(Penetapan Hukum Dengan Metode Kajian Sadd A:-
Zariah) oleh Syarif Hidayat. Di sini lebih banyak dipaparkan tentang penetapan

Sadd Az-Zari’ah dalam nikah sirri.

E. Kerangka Teoritik

[slam mempunyai karakter sosial yang mendasar dan keluarga adalah inti
masyarakatnya. Keluarga dapat terwujud sebagaimana yang telah datur oleh Allah
melalui lembaga yang disebut sebagai perkawinan.

Sebagaimana tirman Allah b

-

Gy Lty Lge gbey ddmly i s (,_(A;. s rg‘-J\J“:J\ Al
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" Muohammad Najib, “Ishat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman),” Skripsi
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

" An-Nisa™ (4): 1.



Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat, tidak ada
masyarakat jika tidak ada keluarga. Baik buruknya masyarakat tergantung pada
baik buruknya keluarga. Jadi, keselamatan dan kebahagiaan masyarakat
tergantung pada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.

Kebahagiaan keluarga dapat diwujudkan jika dalam suatu keluarga tidak
diliputi kekhawatiran, baik kekhawatiran ekonomi keluarga, kesehatan keluarga
atau bahkan kekhawatiran status perkawinannya.

Melihat tujuan disyariatkanya perkawinan begitu mulia maka setiap
perkawinan yang dilangsungkan sudah semestinya diarahkan menuju tujuan
tersebut. Perkawinan yang tidak diarahkan kepada tujuan tersebut berarti dapat
dikatakan keluar dari syariat Allah. Sehingga semua sarana yang membawa
tercapainya tujuan tersebut harus dipenuhi dan sebaliknya semua sarana yang
membawa/menghalangi tujuan tersebut harus disingkirkan dengan demikian
apabila perkawinan yang dilangsungkan justru lebih banyak membawa madarrah
dan mafsadah daripada maslahahnya seperti nikah sirri maka harus dihindari.

Nikah sirri merupakan jenis perkawinan di Indonesia yang tidak
mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pelaku nikah sirri tidak bisa mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama jika terjadi pelanggaran-pelanggaran perkawinan.

Dengan tidak dicatatkan pada petugas resmi maka pelaku pernikahan ini
dapat dikategorikan sebagai pelanggar hukum karena pemenntah telah
mengundangkan UU No. 1 Tahun 1974 bahkan KHI telah mengharuskan
mengikuti Undang-undang tersebut sebagai wujud ketaatan kepada ulil amri.

Sebagaimana firman Allah :
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Selanjutnya dalam terminologi Usul al Figh metode ijtihad pencegahan
sarana yang menghantarkan kepada kemafsadatan dikenal dengan istilah Sadd az-
Zari'ah. Adapun wujud dari mafsadah nikah sirri ini seperti ketidaknyamanan
terhadap status perkawinannya.

Dalam kaitan perkawinan semacam ini, di Pengadilan Agama sebenarnya ada
lembaga vang disebut lsbat nikah. Isbat nikah atau pengesahan nikah telah
melembaga jauh sebelum lahimya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan secara
berturut-turut diatur oleh UU No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 dan terakhir telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan
akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnva ke Pengadilan Agama. Disamping itu
dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat digjukan ke
Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
Hilangnya akta nikah

Adanya keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat perkawinan
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum bertakunya UU No.1 Tahun
1974

e. Perkawingn yang berlaku  oleh mereka yang tidak mempunyal
halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

oo

Menurut Damsyi Hanan dalam artikelnya di Mimbar Hukum menyatakan
sangat setnju kalan praktisi hukum Pengadilan Agama menguatkan lembaga 1sbat
nikah karena ia bersifat menvelesaikan masalah demi kemaslahatan. Sehingga kalau

ishat nikah tidak dilayani atgy ditolak sedangkan jumlah pernikahan di bawah tangan

" An-Nisa® (3} : 59




sangat banyak, maka sama saja membiarkan sesuatu berlarut-larut tanpa ada

penyelesaian hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang berbunyi -
I 2

Qoidah  Fiahivah vang lain adalah menolak kemadhorotan lebih

didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.
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Namun demikian, di sisi lain keputusan isbat nikah terhadap pernikahan di
bawah ftangar menimbulkan kemadhorotan. Apabila mengabulkan isbat nikah
pernikahan di bawah tangan, berarti Pengaditan Agama melegalkan pernikahan
yang secara yuridis dilarang, sebagaimana larangan dalam UU No. 1 Tahun 1674
yaitu mendorong orang lain untuk melakukan pernikahan di bawah tangan, karena
pada akhirnya dapat dimintakan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Dan apabila
ditolak, berarti Pengadilan Agama menganggap tidak sah perkawinan yang telah
dilakukan sesuai dengan Syari’at Islam. Dalam hal ini mengandung pengertian

bahwa telah terjadi dua kemafsadatan yang berlawanan seperti dalam kaidah

fighiyah. 8

Lagast ST )b S o Lgadael £y, OBuis 2 )la5 V3

16 Al- Imam Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman ibn Abi Bakar as-Suyuti, al-Asybalk wa ao-
Nazair ‘Ala Syarh al-Faraid al-Bahiyyalh Nadmil Qowa’id al-Fighiyah al-* Alamal 5-Sayyid Abi
Bakar al-Ihdal al-Yamani asy-Sysfi’i (1.1p: Makiabah an-Nuzr. 1.1), hlm.59.

"7 Ihid:, him 62.

" Ihid., hlm 62.



Lahirnya KHI merupakan responsi pemeri ntah terhadap kenyataan hukum
yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia, vaitu adanya norma yang hidup
dan berkembang bahkan mengatur interaksi sosial serta keinginan mereka untuk
diakui secara legal dalam peraturan perundang-undangan.

Pengembangan hukum Islam dari produk fuqoha’ ke dalam bahasa
perundang-undangan merupakan suatu gejala kontinum dan merespon kebutuhan
hukum masyarakat, agar hukum yang ada benar-benar mengandung kemaslahatan.
Hal ini merupakan perwujudan dari ungakapan al-Mukhafasah ‘ala al-Qodim ul-
Sholih wa al-Akhd= bi al-Jadid al-Ashlah (memelihara yang lama yang baik dan
meraih yang baru yang lebih baik).

KHI sendiri merupakan produk hukum vang masih memerlukan penafsiran
dan setiap perkara memiliki keunikannya sendiri. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tidak hanya memperkenalkan masalah-masalah baru
yang membutuhkan jawaban-jawaban hukumnya, tetapi juga menyebabkan format
hukum yang sudah ada periu ditinjau kembali walaupun dirasakan efektifitas dan
maslahat pada suatu kondisi, namun terkadang tidak efektif dan maslahat pada

kondisi yang lain.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk jenis penelitian pustaka

(library reseach) yaitu dgngan melacak literatur-literatur yang berupa buku-buku



yang berkaitan dengan KHI juga buku dan artikel vang berkaitan dengan isbat
nikah.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian ini deskriptit — analitik, yakni setelah data terkumpul akan

didiskripsikan dulu inasalah isbat nikah dan perceraian kemudian isbat nikah
dalam ketentuan KHI serta diakhiri dengan analisa isbat nikah sebagai upaya
penyelesaian perceraian.

3. Pengumpulan Data

Untuk mencari sumber data yang dipetlukan datam penyusunan penetitian
ini baik dari hukum Islam maupun hukum positif, maka penyusun mengambil
sumber data :

a. Sumber data primer, vakni data-data yang diperoleh dari sumber asli
yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini
yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia

b. Sumber data sekunder, vakni data-data yang diperoleh dari pendapat-
pendapat para ahli yang disusun dalam suatu buku.

c. Data tersier, yaitu yang berupa kamus dan ensiklopedi

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan metode:

a. Induksi yaitu metode berpikir dengan menerangkan data-data yang
bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga bisa

digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang umum.



b. Deduksi vyaitu metode penganalisaan data-data yang bersifat umum
untuk kemudian diambil kesimpulan vang khusus."”
5. Pendekatan Penelitian
Pendekatar yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan isbat dalam
KHI. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui baik atau

tidak berdasarkan norma-norma yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, sctiap bab terdin dan
sub-sub bab.

Bab satu berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi
secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian.

Bab kedua, merupakan gambaran dari obyek yang dibahas yaitu berisi
tinjauan umum tentang isbat nikah dan nikah sirri, meliputi pengertian isbat nikah,
dasar hukum, perkara isbat nikah, serta akibat hukum dari isbat nikah, dalam poin
berikutnya penyusun memaparkan nikah sitm vang meliputi pengertian, factor-
faktor penyebab nikah sirri serta akibat dari adanya nikah sirrt.

Bab ketiga menjelaskan ketentuan isbat nikah dalam perundang-undang

baik menurut KHI maupun UU perkawinan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan

Y Sutrisno Hadi. Metade Resvarch (Yogyakarta: Psikologi UGM. 1983). him 42



tentang kewenangan lembaga peradilan yang berhak menyelesaikan isbat nikah
serta dijelaskan ketentuan isbat nikah dalam rangka perceraian

Bab keempat akan dijelaskan alasan dan pertimbangan hukum serta
mencari solusi hukum tanpa mengorbankan nilai hukum.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada bab V yaitu penutup yang
berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran

bagi pihak-pihak yang ada kaitannva dengan pembahasan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengadakan pengkajian terhadap Kompilasi Hukum Islam,
dan isbat nikah serta kaitannya dengan perceraian sebagaimana yang
terdapat dalam bab-bab sebelumnya maka dalam akhir ini penyusun dapat
menyimpulkan beberapa hal yakni :

1. Ketentuan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijabarkan
lebih luas daripada yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 seperti adanya batasan-batasan untuk mengajukan isbat
nikah sebagaimana dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian

a
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah/tidaknya salah satu syarat

perkawinan
d. Adanya perkawinan vang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang No.I tahun 1974
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang No.I Tahun 1974
namun demikian dalam pasal-pasal tersebut bersifat umum
serta tidak disertai penjelasan-penjelasan sebagai pengkhususannya
sehingga malah menimbulkan kebingungan apalagi yang berkaitan
dengan upaya penyelesaian perceraian.
2. Pengajuan isbat nikah harus disertai dengan alasan-alasan

sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam

68



69

rangka perceraian ) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah
memiliki akta nikah dari pejabat berwenang. Dari sini dapat di fahami
bahwa nikah sirri bisa diajukan atau diisbatkan karena nikah sirri tidak
memiliki akta nikah sebelumnya. Sehingga dapt dikatakan bahwa
untuk pernikahan sirri hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan
dalam rangka penyelesaian perceraiaan.

Ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam
yang berkait adanya isbat nikah di Pengadilan Agama dapat
memungkinkan membuka peluang terjadinya nikah sirri karena KHI
sendiri tidak memberikan batasan-batasan yang jelas. Sehingga dapat
menimbulkan salah tafsir atau kerancuan satu sama lain. Oleh sebab

itu pasal tersebut perlu dikaji ulang.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada keinginan untuk mewujudkan diterapkannya hukum-

hukum yang ada di Indonesia, maka saran-saran yang dapat penyusun sampaikan

adalah sebagai berikut :

1.

Hendaknya menjadi tuntutan pula untuk senantiasa memelihara,
mengevaluasi, dan mengembangkan hukum Islam dalam wujud pemikiran
guna merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Penyelesaian masalah-masalah hukum hendaknya juga memperhatikan

ketentuan hukum yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kerancuan.
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3. Hendaknya hakim berhati-hati dan teliti dalam menyelesaikan perkara
isbat nikah ini agar sesuai dengan dirumuskannya undang-undang.

4. Untuk ketentuan-ketentuan yang menimbulkan salah tafsir dalam undang-
undang hendaknya disertai penjelasan pasal.

5. Perlunya mensosialisasikan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh nikah
siri sehingga pelaksanaan nikah sirri berkurang dan undang-undang
pencatatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Akhirnya, penyusun tutup skripsi ini dengan Hamdalah, puji syukur yang
sedalam-dalamnya kehadirat Ilahi Robbi karena hanya dengan Rahmat, Hidayah
dan Inayah-Nya lah skripsi ini dapat penyusun selesaikan.

Semoga penyusunan skripsi ini benar-benar bermanfaat bagi penyusun

khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amien. ...



5

71

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan “Ulum al-Qur’an/T afsir

Departemen Agama R, al-Qur'an dan Terjemahnya, 1 jilid, Semarang: Toha
Putra, 1989.

Kelompok Hadis dan ‘Ulum Hadis

Asyar, Abu Daud Sulaiman Ibn Al-, Sunan Abi Dawud “Bab Karohiyah at-
Talaq.” Bandung: Maktabah Dahlan, t.t. cet 1l 255 Hadis No, 2178,
Hadis riwayat Abu Daud dari Ibn ‘Umar.

Kelompok Figh dan Ushul Figh

‘Abi Bakar as-Suyutl, Al- Imam Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman , al-Asybah wa
‘an-Nazair ‘Ala Syarh al-Faraid al-Bahiyyah Nadmil Qowa’id al-
Fighivah al-‘Alamah as-Sayyid Abi Bakar al-Ihdal al-Yamani asy-
Syafi’it.tp: Maktabah an-Nur, t.t.

Abdullah, Abdul Gani, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta
: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ali, Mohammad Daud, “Tidak Memenuhi Hukum Perkawinan Positif Berarti
Keluar dari Sistem Perkawinan vang Beriaku” (Wawancara Dr.H.A
Gani Abdullah, S.H. dan ProfHMech. Daud Ah, S.H), Mimbar
Hukum, No. 28 Thn VII, September-Oktober, 1996.

Arief, Abd Salam, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan
Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh = Mahmud  Syaltut,
Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Damsyi Hanan, Permasalahan Isbat Nikah, Mimbar Hukum No. 31 Th VIII
Maret — April, 1997.

Enas Nasrudin, Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan), Mimbar
Hukum no. 33 Th. VII Juli — Agustus, 1997.

Harahab, M.Yahya, “Materi KHI” dalam M. Mahfud, dkk (ed), Peradilan
Agama dan KHI dalam Tata hukum Indonesia, Yogyakarta: UIl Press,
1993



-, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama ( Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989), Cet. 3. t.t.p : Pustaka Kartini, 1997.

Isbat Nikah dan Masalahnya di Pengadilan Agama, Hasil Diskusi Hakim-
Hakim Pengadilan Agama se DI Yogyakarta di Wates tanggal 14
April 2001.

Kansil, C.ST., Pengantar Hukum [ndonesia, jilid 11, Cet 9, Jakarta :Balai
Pustaka, 1993.

Kelip, Abdullah, “Beberapa Catatan Efektifitas Hukum Islam™, dalam
Mohammad Mahfud MD dkk (ed), Peradilan Agama dun KHI dalam
Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta : Ull Pres, 1993.

Mahmud Shaltut, a/-Fatawa Dirosat al Mushkilat al Muallim al Ma'asir fi
Hayatihi al Yawmiyah wa al ‘ammah , cet 11 ttp: Dar al-Qolam, t. t.

Mas’adi, Gufron Ajib, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, cet.1lJ akarta
: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.

Mas’udi, Masdar F, Hak-hak Reproduksi Perempuan, Bandung :Mizan, 1997.

Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan
Bintang, 1997.

Muhdlor, M. Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai,
dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. I Tahun 1974, UU No. 7
Tahun 1989 dan KHI di Indonesia cet 11, Bandung : al-Bayan,1995.

Muharnmad Najib, Isbat rikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sieman),
Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet 111
Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Rasyid, Roihan A, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet. 5. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1996.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Cet 1V.Jakarta: Rajagrafindo
Persada, 2000.

Syarifuddin, Amir, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum [slam, Padang:
Angkasa Raya, 1994.

—ee Meretas Kebekuan [jtihad :Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di
Indonesia, cet | Jakarta: Ciputat press.



73

Wildan Suyuti Mustofa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian
Hukum), Mimbar Hukum, No. 28 Tahun VII September - Oktober,

1996.

Zuhdi, Masjfuk, “Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya
Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”,Mimbar Hukum, No. 28
Tahun VII, September-Oktober,1996.

4. Kelompok Buku-buku Lain

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Inpres No.I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta
: Unit Pengadaan Buku [imiah Keagamaan “al-Munawwir”,1984.



Lampiran-lampiran

TERJEMAHAN
No l Him | Foot | Terjemahan
Note |
BAB I
il 6 9 | Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal

1 sehagian kamu telah bergaul (hercampur) dengan yang
lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

2 7 12 | Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah Tholak.

3 1§ 14 | Hai sekalian manusia, bertakwajah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan
daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada
keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak.

4 13 15 | Hai orang-orang yaang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul(Nya), dan uli} amri diantara kamu.

5 14 16 | Kemadlorotan itu bisa dihilangkan.

6 14 17 | Menolak kemadhorotan lebih didahulukan daripada
memperoieh kemasiahatan.

7 14 18 | Apabila ada dua kerusakan maka yang lebih diutamakan
adalah menerjang yang lebih ringan diantara keduanya.
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